
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk optimalisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang
bersumber dari Pajak Restoran, maka ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu
dilakukan perubahan;

b. bahwa besaran persentasi tarif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah, dianggap terlalu memberatkan
masyarakat sehingga perlu dilakukan
perubahan;

c. bahwa menindaklanjuti Hasil Evaluasi dari
Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
Gubernur Kalimantan Selatan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah, sebagaimana Surat Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : S-331/MK.7/2014
tanggal 14 Juli 2014 dan Surat Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor :
118.342/00769/KUM/2014 tanggal 5 Agustus
2014, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu
dilakukan penyempurnaan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

SALINAN
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3029);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPIN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang  dikonsumsi oleh pembeli, baik
dikonsumsi di tempat pelayanan maupun  di tempat lain.
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(3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya
termasuk boga/katering.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per porsi.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. tontonan film;

b. pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar dan bowling;

h. pacuan  kuda, kendaraan  bermotor, dan  permainan
ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
kebugaran (fitness center); dan

j. pertandingan olahraga.

(3) Tidak termasuk Obyek Pajak Hiburan adalah
penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran
seperti hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan,
upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 37

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah
daerah tempat penggunaan tenaga listrik.



7

4. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 59

Nama Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

5. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal
60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah  Bumi dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki, dikuasai,
dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi atau  Badan,
kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan  seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya,
yang merupakan suatu  kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut;

b. jalan tol;

c. kolam renang;

d. pagar mewah;

e. tempat olahraga;

f. galangan kapal, dermaga;

g. taman mewah;

h. tempat penampungan/kilang  minyak, air  dan  gas, pipa
minyak; dan

i. menara.

(3) Objek  Pajak  yang  tidak  dikenakan  Pajak  Bumi dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah  objek  pajak
yang :

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;
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c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu;

d. merupakan  hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman  nasional, tanah  penggembalaan  yang
dikuasai oleh  desa, dan  tanah  negara  yang  belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan  oleh perwakilan  diplomatik  dan  konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional yang  ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap Wajib Pajak.

6. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 63

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan sebesar  0,1 %  (nol koma satu persen).

7. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaknis
Pasal 72A, sehingga Pasal 72A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72A

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib
Pajak.

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan Pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal
74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 75

(1) Bupati dapat menerbitan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a ditambah
dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

10.Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

(1) Pajak yang terutang yang dibayar berdasarkan ketetapan
dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013

(2) dihapus.

(3) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (31/2014)


